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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 
Pengaturan hukum mengenai peran Pasukan Pelopor Brimob dalam penanggulangan terorisme telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini memperjelas kedudukan hukum dan memberikan legitimasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam situasi darurat maupun pencegahan.
Implementasi undang-undang tersebut oleh Pasukan Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara mencerminkan pelaksanaan yang efektif dan profesional. Peran strategis Brimob mencakup tiga fungsi utama: preventif (melalui patroli, penyuluhan, dan pendekatan ke masyarakat), represif (melalui operasi penangkapan dan penindakan), serta rehabilitatif (melalui dukungan pascakejadian dan keterlibatan dalam program deradikalisasi).
Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan alat dan teknologi modern, risiko tinggi terhadap keselamatan dan psikologis personel, serta koordinasi yang belum sepenuhnya optimal antar lembaga. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan dan perlu ditanggulangi dengan pendekatan yang sistematis.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1) Bagi Institusi Brimob dan Polri:
a) Perlu dilakukan modernisasi peralatan dan peningkatan sarana pendukung operasi antiterorisme.
b) Pelatihan personel harus ditingkatkan, baik dari aspek taktis-operasional, hukum, hingga psikologis agar mampu menghadapi situasi berisiko tinggi secara profesional dan humanis.
c) Diperlukan pembentukan unit khusus dukungan psikososial dan pemulihan mental pascaoperasi bagi anggota Brimob yang terlibat dalam penanganan terorisme.
2) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:
a) Diperlukan kebijakan yang memperkuat sinergi antara Brimob, Densus 88, BNPT, TNI, dan instansi terkait lainnya.
b) Pemerintah juga diharapkan meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung kesiapsiagaan Pasukan Pelopor Brimob, khususnya dalam menghadapi bentuk-bentuk ancaman terorisme yang semakin kompleks dan berkembang.
3) Bagi Masyarakat dan Stakeholder Sosial:
a) Perlu adanya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme dan pentingnya peran aktif dalam pencegahan terorisme.
b) Tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, dan organisasi sipil hendaknya membangun kerja sama yang erat dengan aparat keamanan untuk menciptakan ketahanan sosial terhadap pengaruh ekstremisme.
Dengan kolaborasi menyeluruh antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, maka strategi penanggulangan terorisme di Indonesia akan menjadi lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
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